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ABSTRAK

ANALISIS PEMIDANAAN RINGAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENJUALAN BARANG KENA CUKAI
TANPA DIBUBUHI TANDA PELUNASAN CUKAI

Oleh
BAMBANG RIDHO PRATAMA

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang kena cukai tanpa dibubuhi
tanda pelunasan cukai idealnya dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Cukai, tetapi pada kenyataannya hakim menjatuhkan pidana ringan
terhadap pelaku. Permasalahan penelitian ini adalah mengenai pemidanaan ringan
terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang kena cukai tanpa dibubuhi tanda
pelunasan cukai dan faktor penghambat pemidanaan ringan terhadap pelaku tindak
pidana penjualan barang kena cukai tanpa dibubuhi tanda pelunasan cukai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.
Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Sukadana dan akademisi Hukum
Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan
studi lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemidanaan ringan terhadap pelaku tindak
pidana penjualan barang kena cukai tanpa dibubuhi tanda pelunasan cukai dalam
Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 234/Pid.Sus/2020/PN.Sdn disebabkan
karena terdakwa bukan sebagai pelaku utama tetapi sebagai pelaku turut serta. Selain
itu penjatuhan pidana disesuaikan dengan tujuan pemidanaan untuk memperbaiki diri
pelaku agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana dan
pertimbangan ketidakmampuan terdakwa dalam membayar pidana denda, sehingga
dalam amar putusan tidak diperintahkan adanya eksekusi terhadap harta benda dan/atau
pendapatan terdakwa dalam hal tidak mampu membayar denda. Faktor penghambat
pemidanaan ringan terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang kena cukai tanpa
dibubuhi tanda pelunasan cukai terdiri faktor susbtansi hukum yaitu belum tersedianya
peraturan yang memberikan kesempatan kepada terpidana untuk membayar denda
secara bertahap dalam periode waktu tertentu. Faktor penegak hukum yaitu hakim
dalam menjatuhkan pidana denda pada terdakwa bersifat subsidair, sehingga terdakwa
lebih memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti. Faktor masyarakat yaitu
terpidana lebih memilih menjalani kurungan pengganti dibandingkan membayar denda.

Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya Majelis hakim yang menangani perkara
tindak pidana penjualan barang kena cukai tanpa dibubuhi tanda pelunasan cukai lebih
menekankan pidana denda terhadap terdakwa dibandingkan dengan pidana penjara.
Pemerintah hendaknya memformulasikan suatu peraturan yang memberikan
kesempatan kepada terpidana untuk membayar denda secara bertahap dalam periode
waktu tertentu.

Kata Kunci: Pemidanaan, Pelaku, Cukai.



ABSTRACT

ANALYSIS OF LIGHT PUNISHMENT FOR THE PERPETRATORS
OF THE CRIMINAL ACT OF SELLING EXCISABLE GOODS WITHOUT
BEING AFFIXED WITH A MARK OF PAYMENT OF EXCISE

By
BAMBANG RIDHO PRATAMA

Ideally, the punishment for the perpetrators of the criminal act of selling excisable
goods without affixing a sign of payment of excise duty is carried out optimally in
accordance with the provisions of the Excise Law, but in reality the judge imposed a
light sentence on the perpetrator. The problem of this research is regarding the lenient
punishment of the perpetrators of the crime of selling excisable goods without affixing
the excise payment mark and the inhibiting factors of the lenient punishment of the
perpetrators of the crime of selling excisable goods without affixing the excise payment
mark.

This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. The
resource persons consisted of judges at the Sukadana District Court and criminal law
academics from the Unila Law Faculty. Data collection was carried out by means of
literature and field studies, then analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that the light punishment of the perpetrators of the
crime of selling excisable goods without affixing a sign of payment of excise in the
Decision of the Sukadana District Court Number: 234/Pid.Sus/2020/PN.Sdn is caused
because the defendant is not the main actor but as a participant . In addition, the
sentencing is adjusted to the purpose of sentencing to improve the offender so that he
becomes a better person after completing his criminal term and considering the
defendant's inability to pay a fine, so that in the verdict the verdict does not order
execution of the defendant's property and/or income in the case of unable to pay the
fine. The inhibiting factors for mild punishment against the perpetrators of the crime of
selling excisable goods without affixing a sign of payment of excise consist of factors of
legal substance, namely the absence of regulations that provide an opportunity for
convicts to pay fines in stages over a certain period of time. The law enforcement
factor, namely the judge in imposing fines on the accused, is subsidiary in nature, so
that the defendant prefers to undergo alternative imprisonment. The community factor
is that the convict prefers to undergo replacement confinement rather than pay a fine.

The suggestion in this research is that the panel of judges who handle the criminal case
of the sale of excisable goods without affixing a mark of excise payment should
emphasize fines against the defendant compared to imprisonment. The government
should formulate a regulation that gives convicts the opportunity to pay fines in stages
over a certain period of time

Keywords: Punishment, Perpetrators, Excise.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cukai menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, adalah
pungutan negara Yyang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang
mempunyai sifat atau Kkarakteristik yaitu konsumsinya perlu dikendalikan,
peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif
bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan

pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Pengenaan cukai dipertegas batasannya sehingga dapat memberikan landasan
kepastian hukum dalam upaya menambah atau memperluas obyek cukai dengan
tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat. Menurut Pasal 4
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang termasuk dalam barang kena cukai
adalah:

(1) Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:

a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang
digunakan dan proses pembuatannya;

b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan
tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya,
termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;

c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris,
dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan
digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam
pembuatannya.

(2) Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.



Pemberlakuan Undang-Undang Cukai bertujuan membina dan mengatur barang-
barang yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu yang dilaksanakan
dengan prinsip keadilan dalam keseimbangan, di mana kewajiban cukai hanya
dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu
dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara dan kondisi yang sama.
Selain itu sebagai pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang
kesehatan, ketertiban, dan keamanan serta mempertimbangkan kepentingan
penerimaan negara, dalam arti fleksibilitas ketentuan dalam undang-undang ini
dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, sehingga dapat mengantisipasi

kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional.

Pemerintah meskipun telah memberlakukan Undang-Undang Cukai sebagai
instrumen hukum yang bersifat mengikat, namun pada kenyataannya masih terjadi
tindak pidana cukai yaitu pidana menawarkan, menyerahkan, menjual, atau
menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan
eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai
lainnya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Tindak pidana cukai dalam Putusan Nomor: 234/Pid.Sus/2020/PN.Sdn dilakukan
oleh terdakwa bernama Ahmad Tamami Alias Acong Bin Alm. Hi. Jumer yang
menjual barang kena cukai yaitu rokok berbagai merek, sehingga menimbulkan
Potensi Kerugian Negara yaitu sebesar Rp740.463.360,00 (Tujuh ratus empat

puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).



Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdiri atas dua dakwaan, yaitu dakwaan primer
perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan subsidair adalah
perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1995 tentang Cukai.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah agar majelis hakim
menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi
selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap
ditahan. Selain itu agar menghukum terdakwa membayar denda 2 (dua) kali nilai
cukai Rp. 740.463.360,00 (Tujuh ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh
tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yaitu sebesar Rp. 1.480.926.720,00 (Satu
milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh
ratus dua puluh rupiah), jika dalam waktu 1 (Satu) bulan denda tidak dibayarkan
maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk
mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi

diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Selanjutnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana
kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan
dan denda sebesar 2 (dua) kali Rp740.463.360,00 (Tujuh ratus empat puluh juta
empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) =

Rp1.480.926.720,00 (Satu milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus



dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat)

bulan.

Sesuai dengan uraian di atas maka dapat diidentifikasi adanya isu hukum yaitu
Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan terhadap terdakwa, yaitu pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar
Rp1.480.926.720,00 subsider pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Majelis
Hakim tidak memenuhi tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu jika dalam waktu 1
(Satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan
terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus
dibayarkan. Tindak pidana cukai merupakan tindak pidana yang bermotif
ekonomi dan umumnya tujuan utama para pelaku tindak pidana dengan motif
ekonomi adalah untuk mendapatkan harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya.
Harta kekayaan pelaku kejahatan cukai merupakan pendorong yang menghidupi
tindak pidana, sehingga cara yang paling efektif untuk melakukan pemberantasan
dan pencegahan tindak pidana ekonomi adalah dengan membunuh kehidupan dari

kejahatan dengan cara merampas hasil dan intrumen tindak pidana tersebut.

Amar putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda subsidair kurungan pada
umumnya menjadi celah yang dimanfaatkan oleh terpidana untuk terbebas dari
kewajiban membayarkan denda. Hal ini menjadi kendala bagi Jaksa untuk
melaksanakan eksekusi pidana denda, karena pidana denda yang dijatuhkan hakim

tersebut bersifat subsidair atau dapat diganti dengan kurungan badan. Jaksa dalam



hal ini tidak dapat menempuh upaya paksa berupa penyitaan atau perampasan aset

terpidana untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam putusan hakim.

Selain itu peran pelaku tindak pidana cukai dalam melakukan tindak pidana
seharusnya menjadi hal signifikan dalam pertimbangan hakim, sebab pelaku
dalam perkara ini adalah pelaku pengulangan (residivis), di mana seorang
residivis menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan pidana penjara dan
pidana denda yang lebih tinggi. Hakim idealnya mempertimbangkan tuntutan

jaksa dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana cukai.

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan merupakan
pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan
putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu
tidak terlepas dari sistem pembuktian yang pada prinsipnya menentukan bahwa
suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya
alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses

peradilan pidana melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.*

Hakim dalam memutus perkara harus benar-benar tepat dan memenuhi rasa
keadilan masyarakat, sebab putusan hakim yang kurang tepat berdampak pada
timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan.
Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan
memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan
terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan

berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya

L Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina llmu, Surabaya, 2017, him.119.



dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi
kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan
dan tidak dibatalkan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara

tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian dalam
Tesis yang berjudul: Analisis Pemidanaan Ringan terhadap Pelaku Tindak
Pidana Penjualan Barang Kena Cukai tanpa Dibubuhi Tanda Pelunasan

Cukai.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Bagaimanakah pemidanaan ringan terhadap pelaku tindak pidana penjualan
barang kena cukai tanpa dibubuhi tanda pelunasan cukai?

b. Mengapa terdapat faktor penghambat dalam penerapan pemidanaan ringan
terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang kena cukai tanpa dibubuhi

tanda pelunasan cukai?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai
pemidanaan ringan terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang kena cukai
tanpa dibubuhi tanda pelunasan cukai dan faktor penghambat dalam penerapan

pemidanaan ringan terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang kena cukai



tanpa dibubuhi tanda pelunasan cukai. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah

Pengadilan Negeri Sukadana dan waktu penelitian adalah Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Untuk menganalisis pemidanaan ringan terhadap pelaku tindak pidana
penjualan barang kena cukai tanpa dibubuhi tanda pelunasan cukai

b. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam penerapan pemidanaan ringan
terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang kena cukai tanpa dibubuhi

tanda pelunasan cukai

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini secara toeritis diharapkan dapat berguna untuk
memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang pemidanaan
ringan terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang kena cukai tanpa
dibubuhi tanda pelunasan cukai

b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran
bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap

pelaku tindak pidana cukai pada masa-masa yang akan datang.



D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian
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2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar
yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas
maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Teori Pemidanaan

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip dalam buku Nikmah Rosidah,
pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah
yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada
seseorang Yyang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara
mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan

hukuman itu sendiri.?

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau pembalasan
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah
melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu
pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar
menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana
untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua
hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan
kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk
menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan
terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum
resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini
harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari
perbuatanya dan perasaan balas dendam tidak bole tetap ada pada anggota
masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka sernua dapat dipandang
sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan

2 Nikmah Rosidah, Asas-Asas Hukum Pidana. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 him.68.
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pelanggaran terhadap keadilan umum. Menurut teori absolut atau
pembalasan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu
yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat
dan pidana adalah pembalasan.

b. Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar rnelaksanakan pembalasan dari suatu
perbuatan jahat, tetapi juga rnernpunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam
arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat,
melainkan pidana dijatunkan agar orang tidak melakukan kejahatan.
Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhk:an pidana
saja. Jadi dasar pembenaran pidana munurut teori relatif atau tujuan ini adalah
terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat
dibedakan antara prevensi khusus (special prevention) dengan prevensi umum
(general prevention), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap
pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan
mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana.
Teori ini seperti telah dikenal dengan rehabilitation theory. Sedangkan
prevensi umum dirnaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya
pencegaaan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi
tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga
bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, Yyaitu pengaruh
pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan
pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

c. Teori Integratif atau Gabungan
Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu
tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya
tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tidak pidana, pidana
diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi
perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana
di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki
kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini
memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap
teori pernidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus.
Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai
kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut Binding
kelemahan-kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit
untuk menentukan berat ringannya pidana diragukankan adanya hak negara
untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak
bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk
mencegah kejahatan sehingga dijatunkan pidana yang berat oleh teori
pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan
itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa
keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri. 3

3 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung.
1984. him.32.
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Hakim sebagai penegak hukum dituntut untuk bertindak mengambil putusan
berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika seorang hakim
melanggar kode etiknya, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja secara
profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan tetap sia-sia.*
Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat
ringannya penjatuhan hukuman atau sentencing, dalam istilah Indonesia disebut
penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana pada dasarnya merupakan penderitaan yang
sengaja. dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi
syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu
nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu.®
Pidana pada hakekanya merupakan suatu pcngenaan penderitaan atau nestapa atau
akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaa
oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan
pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut

undang-undang.®

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim
setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang
tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana
kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh

4 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.hIm.14
5 Leden Marpaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, him. 81
® Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. him. 35
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keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang

bersalah melakukannya.’

Produk putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHAP, sah dan
mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang
hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan
yang lebih tinggi. Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan.
Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan
putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan
berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang

berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu. &

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan, merupakan
pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan
putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu
tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang menentukan bahwa suatu hak atau
peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti
menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan
pidana yang diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak

pidana.®

Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya

pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh

7 Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, him. 152-153

8 P.AF. Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan
Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him.7.

® HMA Kuffal. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. UMM Press, Malang, 2007, him.62.
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orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar,

mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak

menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur

dalam pidana adalah:

a. Mengandung penderitaan atau konsekuesi-konsekuensi lain yang tidak
menyenangkan.

b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan
tindak pidana.

c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku
tindak pidana.

d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu
sitem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut®

Hubungan antara pembinaan dengan penjatuhan pidana berkaitan erat karena

obyek kajian dari pembinanan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan

dipidana. Penjatuhan pidana itu sendiri berarti pengenaan pidana dan pidana

adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana.

Kesadaran yang menyebabkan hukum merupakan instrumen (alat) untuk

mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang

secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, dengan

menggunakan (melalui) peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja.!

Hukum dalam konteks yang demikian ini, harus mengikuti dan memperhatikan
perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai
basic sosial. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan
sosial itu sendiri, yaitu hukum akan melayani kebutuhan anggota-anggota

masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya-

OMoch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek, Mandar Maju, Bandung,
2001, him. 124,
1 wiryono Prodjodikoro. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Sumur Simanjuntak, Bandung.
1990. him. 115
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sumber daya serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri.
Hukum semakin dirasakan penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan
kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Sistem penjatuhan pidana sebagai
keseluruhan peraturan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara

nyata sehingga orang dijatuhi sanksi berupa pidana.

Penjatuhan pidana dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu
aliran Kklasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham indeterministis,
yaitu paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam
melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak
pada tiga asas sebagai berikut:

a. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang,
tiada tindak pidana tanpa Undang- Undang dan tiada penuntutan tanpa
Undang-Undang.

b. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak
pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.

e. Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara
konkrit tidak dikenakan dengar maksud untuk mencapai sesuatu basil yang
bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringannya perbuatan yang
dilakukan. 2

Aliran modern dipengaruhi paham determinisme, yaitu paham yang menganggap

manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan

dipengaruhi watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat.

Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara,

unit-unit pemerintah, dan pejabat negara dan pemerintah. Legalisasi kekuasaan itu

dilakukan melalui penetapan landasan hukum secara legal dan etis. Aliran klasik

dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang sedangkan aliran modern

2 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung.
1984. him.76-77.
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melihat ke depan. Melihat ke belakang maksdnya adalah penjatuhan pidana
bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas kesalahan terpidana
di masa yang lalu, sedangkan melihat ke depan adalah penjatuhan pidana
bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana agar menjadi

lebih baik di masa-masa yang akan datang.*®

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum meruapakan upaya yang ditempuh oleh aparat penegak hukum
dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era
modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi
kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian
antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat

beradab.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja,
namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan
kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas
atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan
hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus
dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,

13 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang
Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Jilid 11,Sinar Grafika, Jakarta , 2008,
him.1


http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779#_ftn37
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keuangan yang cukup. Tanpa sarana yang memadai, penegakan hukum tidak
berjalan lancar dan penegak hukum tidak menjalankan peranan semestinya.
Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan
hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat
maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin
rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk
melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.
Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-
nilai yang menjadi dasar hukum adat. Semakin banyak penyesuaian antara
peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan
semakin mudahlah dalam menegakannya.'*

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan

dalam melaksanakan penelitian'®. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.

Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan
prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima
sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah'®

Pemidanaan adalah penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah
yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada
seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Berbicara mengenai
hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman

itu sendiri.t’

14 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rineka Cipta,
Jakarta, 1986, him. 8-11.

15 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. him.103

16 _exy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2015.hIm. 54

17 Nikmah Rosidah, Op.Cit. him.68.



C.

17

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukanperbuatan yang dilarang
oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi)
berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu.8

Tindak pidana adalah pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib
hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap
seorang pelaku®® Pengulangan tindak pidana adalah seseorang yang telah
melakukan tindak pidana dan pernah dijatuhi pidana atas perbuatannya
tersebut, namun kembali melakukan tindak pidana setelah menyelesaikan
masa pidana dan kembali ke tengah-tengah masyarakat?°

Tindak pidana penjualan barang kena cukai tanpa dibubuhi tanda pelunasan
cukai menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo.
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah setiap orang yang menawarkan,
menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai
yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau
tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua)

kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

18 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,
Jakarta. 1993. him. 53.

9 1bid, him. 54.

20 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Press, Jakarta, 2015, him. 12.
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E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif

dan pendekatan yuridis empiris.

a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan
(library research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-
teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
permasalahan dalam penelitian.

b. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan

pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer,

yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer, adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian
secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara terhadap
narasumber penelitian.

b. Data Sekunder, adalah data tambahan yang diperolen melalui studi
kepustakaan (library research) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip
terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan
permasalahan. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:
a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73
Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana
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b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana

¢) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Republik Indonesia.

d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

2) Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari:

a) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b) Putusan Nomor: 234/Pid.Sus/2020/PN.Sdn

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai
sumber seperti literatur, arsip/dokumentasi, makalah atau jurnal penelitian

yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Penentuan Narasumber
Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai pihak yang memberikan
penjelasan dan informasi tentang permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana : 1 orang
b. Akademisi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Unila : 1 orang +

Jumlah : 2 orang
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4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi

lapangan:

a. Studi pustaka (library research)
Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari
bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan bahasan

b. Studi lapangan (field research)
Studi lapangan dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung
di lapangan guna memperolen data yang dibutuhkan. Studi lapangan

dilaksanakan dengan wawancara (interview) kepada nasumber

Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data
Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data
selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan.

b. Klasifikasi Data
Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam
rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk
kepentingan penelitian.

c. Sistematisasi Data
Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang
bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan

untuk mempermudah interpretasi data.
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5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini
dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca,
dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan
dilakuan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang
bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai
kesimpulan tersebut diajukan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan

pembahasan dalam penelitian ini.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pemidanaan

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip dalam buku Nikmah Rosidah,
pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah
yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada
seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara
mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan

hukuman itu sendiri.?

Pemidanaan adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi
atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara
kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekanya merupakan suatu pcngenaan
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana
itu diberikan dengan sengaa oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan
(orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah

melakukan tindak pidana menurut undang-undang.??

2L Nikmah Rosidah, Asas-Asas Hukum Pidana. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011
him.68.
22 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. him. 35
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Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau pembalasan
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah
melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu
pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar
menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana
untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua
hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan
kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk
menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan
terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum
resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini
harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari
perbuatanya dan perasaan balas dendam tidak bole tetap ada pada anggota
masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka sernua dapat dipandang
sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan
pelanggaran terhadap keadilan umum. Menurut teori absolut atau
pembalasan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu
yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat
dan pidana adalah pembalasan.

b. Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar rnelaksanakan pembalasan dari suatu
perbuatan jahat, tetapi juga rnernpunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam
arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat,
melainkan pidana dijatunkan agar orang tidak melakukan kejahatan.
Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhk:an pidana
saja. Jadi dasar pembenaran pidana munurut teori relatif atau tujuan ini adalah
terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat
dibedakan antara prevensi khusus (special prevention) dengan prevensi umum
(general prevention), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap
pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan
mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana.
Teori ini seperti telah dikenal dengan rehabilitation theory. Sedangkan
prevensi umum dirnaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya
pencegaaan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi
tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga
bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, Yyaitu pengaruh
pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan
pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

c. Teori Integratif atau Gabungan
Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu
tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya
tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tidak pidana, pidana
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diberikan untuk mempengaruhi  perilaku masyarakat umum demi
perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana
di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki
kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini
memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap
teori pernidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus.
Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai
kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut Binding
kelemahan-kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit
untuk menentukan berat ringannya pidana diragukankan adanya hak negara
untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak
bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk
mencegah kejahatan sehingga dijatunhkan pidana yang berat oleh teori
pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan
itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa
keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri. 2

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan
pemidanaan dan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai tujuan
pemidanaan ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-
aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif) dan aliran neo
klasik. Perbedaaan aliran klasik, modern dan neo klasik atas karakteristik masing-
masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-
aliran tersebut. Aliran klasik yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari

ancietn regime di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian

hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan.?*

Aliran ini berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (free will)
manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga
dikehendakilah hukum pidana perbuatan (daad- strafrecht). Aliran klasik pada

prinsipnya hanya menganut single track system berupa sanksi tunggal, yaitu

2 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung.
1984. him.32.

24 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif
Program Doktor IImu Hukum Universitas. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005, him. 3-5.
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sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak
pidana karena tema aliran klasik ini, sebagaimana dinyatakan oleh Beccarian
adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya,
hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi
hakim untuk melakukan penafsiran. Hakim hanya merupakan alat undang-undang
yang hanya menentukan salah atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan
pidana. Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur. Aliran klasik ini
mempunyai karakteristik:

a. Definisi hukum dari kejahatan;

b. Pidana haru sesuai dengan kejahatannya;

c. Doktrin kebebasan berkehendak;

d. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana;

e. Tidak ada riset empiris; dan

f. Pidana yang ditentukan secara pasti. 2°

Aliran Modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada
aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (the
doctrine of free will). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan
berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak
dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini
menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini
menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan
resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak

pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian

% SoetandyoWignjosoebroto, “Positivisme dan Doktrin Positivisme dalam Ilmu Hukum dan
Kritik-kritik terhadap Doktrin Ini”” Program Doktor llmu Hukum Ull, 2007, him. 1-2.
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hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu

sendiri harus tetap dipertahankan.?®

Marc Ancel, salah satu tokoh aliran modern menyatakan bahwa kejahatan
merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak mudah begitu
saja dimasukkan ke dalam perumusan undang-undang. Ciri-ciri aliran modern
adalah sebagai berikut:

a. Menolak definisi hukum dari kejahatan;

b. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana;

c. Doktrin determinisme;

d. Penghapusan pidana mati;

e. Riset empiris; dan

f. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti. %’

Aliran neo klasik yang juga berkembang pada abad ke-19 mempunyai basis yang
sama dengan aliran Klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak
manusia. Aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan olah aliran klasik
terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu.
Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan
peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui
asas-asas tentang keadaan yang meringankan (principle of extenuating

circumtances). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang

% Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di
Indonesia 1945-1990, Cetakan keempat. MuhammadiyahUniversity Press, Surakarta .2005, him.
60.

27 Darji Darmodiharjo, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia, Jakarta, 2004, him. 114,
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berdasarkan keadaaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan

kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.?®

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis,
terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan
pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari
proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik
temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan
formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.
Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan
teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar
pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari dua
pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang
berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (retributive view) dan

pandangan utilitarian (utilitarian view). 2

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap
perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan
ini melihat pemindanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang
dilakukan atas dasar tanggung jawab moral. Pandangan ini bersifat melihat ke
belakang (backward-looking). Pandangan untilitarian melihat pemidanaan dari
segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan
yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan

dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak

28 Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit UNDIP.
Semarang. 2001. him. 62.
29 1bid. him. 63.
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lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari
kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan
berorientasi ke depan (forward-looking) dan sekaligus mempunyai sifat

pencegahan (detterence).*°

Kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar
dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara tegas juga dinyatakan
dalam konsideran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang menyatakan bahwa materi hukum
pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan
perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara
tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya
pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (penal reform) di
Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB Tahun 1976 tentang pencegahan
kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut
dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang
sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah
asing dan tidak adil (obsolete and unjustice) serta ketinggalan zaman dan tidak

sesuai dengan kenyataan (outmoded and unreal) karena tidak berakar dan pada

30 Yesmil Anwar dan Adang, Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana, Grasindo, Jakarta, 2008,
him. 65.
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nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta

tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. 3!

Penyusunan KUHP Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah
kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam
rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah
dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang,
sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika
yang berkembang dalam masyarakat. Konsep pemidanaan dan penetapan sanksi

dalam KUHP Nasional selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Adanya perubahan yang cukup mendasar dari konsep awal sampai dengan konsep
yang terakhir menunjukkan bahwa persoalan pemberian sanksi dalam KUHP
Nasional selalu disesuaikan dengan perkembangan kondisi kehidupan berbangsa
dan bernegara. Barda Nawawi Arief dan Muladi, menyatakan bahwa hubungan
antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam
menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan
pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan
yang akan digunakan. Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap
paling baik untuk mencapai tujuan, setidak-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat

dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. 3

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan

adalah: a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang

31 Barda Nawawi Arief. RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum
Pidana Indonesia. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2012. him. 28
%2 1bid. him. 30.
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bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-
undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, b)
Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian
proses dan kebijakan yang konkretasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap.
Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu
kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan, c) Perumusan
tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendalian kontrol” dan
sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi

pemidanaan yang jelas dan terarah.3

Ketentuan mengenai pemidanaan dalam KUHP Nasional, jika dibandingkan
dengan KUHP yang saat ini berlaku mengalami beberapa perubahan mendasar.
Bagian mengenai pemidanaan di antaranya berisi tentang tujuan pemidanaan,
pedoman pemidanaan dan alasan-alasan mengenai dapat dijatuhkannya
pemidanaan bagi pelaku tindak pidana. Pengaturan ini lebih lengkap dibandingkan
dengan ketentuan dalam KUHP yang berlaku saat ini. KUHP Nasional menganut
sistem pemidanaan dua jalur (double track system) di mana di samping pelaku
tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (punishment), dapat juga dikenakan

berbagai tindakan (treatment).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan
manusia terlindungi, hukum harus dapat ditegakan dengan baik. Melalui
penegakkan hukum inilah hukum itu akan menjadi kenyataan. Dalam proses

menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu:

33 Badra Nawawi Arief. Pidana Mati , Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan
Alternatif Pidana Untuk Koruptor. Pustaka Magister Semarang. 2012. him. 1.
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kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan
keadilan (Gerechtigkeit).>* Hukum Pidana merupakan salah satu hukum positif
yang ada di Indonesia. Menurut Soedarto menurut pidana adalah penderitaan yang
sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi

syarat-syarat tertentu.®

Amir llyas mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan

hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan aturan untuk:

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang
dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi
barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang
telah diancamkan.

3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.®

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa hukum pidana sebagai suatu

ketentuan hukum atau undang-undang yang berisi perbuatan yang dilarang untuk

dilakukan beserta ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak
ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam
sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan
norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain

dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang

hukum lain tersebut. Pengertian di atas sesuai dengan asas hukum pidana yang

3 Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar edisi Revisi. Cahaya Atma Pustaka,
Yogyakarta, 2010, him. 20.

35 Ranidar Darwis. Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran
Hukum Warga Negara. Departemen Pendidikan Indonesia UPI , Bandung, 2003, him. 6.

36 Amir llyas. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia,
Yogyakarta, 2012, him. 4.
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diatur Pasal 1 ayat 1 KUHP di mana hukum pidana bersumber pada peraturan

tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.

Gustav Radbruch berpandangan bahwa hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa
formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum vyaitu keadilan, untuk
mengisi cita keadilan itu, Kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur
kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan
menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum.
Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan
dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Tuntutan akan keadilan dan
kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar
pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur
relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga
unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari
keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang

harus diputuskan oleh sistem politik.3’

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah
tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar
peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya.
Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana

filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya

37 W. Friedman, Legal Theory, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul: Teori dan
Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan I1), Raja Grafindo Persada,
Jakarta, Cetakan Kedua, 1994, him. 42.
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merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas

keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan. *

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum
tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif,
seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan
dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga
tujuan hukum sederajat. Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari
Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut
memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya
merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan
yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi
untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga

nilai tersebut.®®

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan dapat menjadi ukuran bagi adil
tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum
sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus
konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum
dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah,
hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi

unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan

38 Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial,
Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial
Republik Indonesia, Jakarta, 2010, him. 3.

% 1bid, him. 4.
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yang tidak pantas menjadi hukum. *° Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav
Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang
menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan
hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan
begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat
terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang
digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai
berikut: keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Dengan
urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka sistem hukum

dapat terhindar dari konflik internal.

Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut Gustav Radbruch
termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan
mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan
asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk
hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu
kesamaan (similarity) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran
positivisme hukum, yakni kejelasan (certainty). Oleh karena asas hukum
mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan
antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis yang berlaku

masyarakat.*!

40 Sidnharta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan, Alumni: Bandung,
2006, him.97.

41 Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum
Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli
2019, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido.
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B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan
sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa
dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan
atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan
untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna
memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat
mempersiapakan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat
berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi.
Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara,
putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan,
kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta
secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan

moralitas dari hakim yang bersangkutan.*?

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan
mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang
hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan

yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang

42 Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, him. 152-153
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umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara
pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan
Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-

pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu. 43

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian
kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan sebagai rangkaian proses penegakan
hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut
untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang
satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain

atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.**

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan
pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang
sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).
Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli;
(c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum

sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)%

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-
kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya.

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang siciptakan

4 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta
2015, him. 22.

4 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi, Sinar Grafika Jakarta, 2015,
him.44.

4 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. him. 25
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dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju
kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak
ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan
yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai
pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh
hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap
perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari
sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak
atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat
bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi

dengan integritas moral yang baik. 4

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu
kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan
hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada
penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan
berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor

budaya, sosial dan ekonomi. 4’

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa apabila ditelaah melalui visi hakim yag
mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-

nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara

% Romli Atmasasmita, Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Gramedia Putsaka
Utama. Jakarta. 2017. him. 25.

47 Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan
Implementasinya, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, him. 74.
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mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas
dari hakim yang bersangkutan. Putusan hakim yang baik, mumpuni, dan
sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar
pertanyaan (the 4 way test), yakni: (1) Benarkah putusanku ini? (2) Jujurkah aku
dalam mengambil putusan? (3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan? (4)

Bermanfaatkah putusanku ini?%®

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim
dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: (1) Hakim hanya tunduk pada
hukum dan keadilan; (2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat
mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; (3)
Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan
fungsi yudisialnya. Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap
seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui
empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang
manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan (rechterlijk dwaling),
rasa rutinitas, kurang hati-hati dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja
aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam

membuat keputusan. 4°

Hakim menurut Barda Nawawi Arief, dalam mengambil keputusan pada sidang

pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:

48 Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina IImu, Surabaya, 2017, him.119.
49 Ibid, him. 120.
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Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang.
Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku
tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus
ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya
kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus
memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai
motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih
dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat
di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa
penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku
juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan
melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat
mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku,
misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal
dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan
sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak
berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya.Maka hal yang di atas
juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana
bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau
bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus
terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.

. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku
tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi
perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku,
memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga
menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah
suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman,
agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak
melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. %

50 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, him. 23.
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Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus
mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga
putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan
yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut
diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi
hukum (van rechtswege nietig atau null and void) karena kurang pertimbangan
hukum (onvoldoende gemotiverd). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim
sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, hakim terlebih dahulu
akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi
kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang

diajukan dan diperiksa di persidangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan
sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa
dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan
atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan
untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna
memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat
mempersiapakan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat
berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi.

Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara,
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putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan,
kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta
secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan

moralitas dari hakim yang bersangkutan.>!

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan
mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang
hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan
yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang
umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara
pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan
Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-

pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.

Macam-macam putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan
hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila
Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh Terdakwa

2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP
Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa
terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan
merupakan suatu tindak pidana.

3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini Dberarti terdakwa secara sah dan
meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan
ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa®

51 Sudaryono dan Natangsa Surbakti. Hukum Pidana, Universitas Muhamadiyah Surakarta. 2016,
him. 72
52 Ahmad Rifai, Op.Cit, 105.
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Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam
beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa
melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat,
yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum
menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam
mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan
dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh
manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau

bagi masyarakat pada umumnya.

C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana
merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat
atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah
laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh
undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan
dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang
harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang

maupun peraturan pemerintah, >3

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan

5 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
2001. him. 19.
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dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan
apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.>*

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang
memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan
terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang
oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa
pidana tertentu bagi yang melanggarnya. Terdapat tiga hal yang diperhatikan:

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan
diancam pidana.

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang
ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan
kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara
kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.
Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang
tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.*

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa

kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan

masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat
keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi
yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga
pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau

kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu

akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.

% M. Faal. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian). Pradnya Paramita.
Jakarta. 1991. him. 6.

55 Moch Anwar. Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP,Alumni, Bandung. 1986
1996. him. 21.
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak
pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki
unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di
mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum

dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang
siapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk mengetahui adanya tindak
pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan
pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.
Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri
atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari
perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat

perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. °

Unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan).

Diancam dengan pidana (statbaar gesteld)

Melawan hukum (onrechtmatig)

Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand)

Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person) °’

®oo0o

% E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,
Storia Grafika, 2002 him. 27

57 Leden Marpaung. Proses Penanganan Perkara Pidana. Sinar Grafika.Jakarta. 1992. him.6 Ibid.
him. 21
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Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (strafbaar feit).
Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan
itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam
Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum . Unsur subyektif: orang
yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (dollus atau culpa). Perbuatan
harus dilakukan dengan kesalahan. Adanya kesalahan dapat berhubungan dengan

akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.®®

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua
unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur
objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.® Unsur-
unsur perbuatan pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi
rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum
(syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana menurut terdiri dari:

1) Kelakuan dan akibat
2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi :

a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan
perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik
jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.

b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si
pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum
(supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap
penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum
maka tidak mungkin diterapkan pasal ini®

%8 A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku 1), Sinar
Harapan, Jakarta, 1988. him. 87.

% P.AF. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus, Tarsito, Bandung, 1981
him.193.

% Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. him. 25
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Unsur keadaan dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau

memperberat pidana yang dijatuhkan.

(1) Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam Pasal 164, Pasal 165, Pasal
531 KUHP
Pasal 164 KUHP: barang siapa mengetahui permufakatan jahat untuk
melakukan kejahatan tersebut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108,
Pasal 113, Pasal 115, Pasal 124, Pasal 187 dan Pasal 187 bis, dan pada saat
kejahatan masih bisa dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya
kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam,
diancam, apabila kejahatan jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama
satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Kewajiban
untuk melapor kepada yang berwenang, apabila mengetahui akan terjadinya
suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan
perbuatan pidana, jika kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi. tentang hal

kemudian terjadi kejahatan itu adalah merupakan unsur tambahan.

Pasal 531 KUHP: barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang
sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan
kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang
lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan

paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi
bahaya maut jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan

perbuatan pidana, kalau orang yang dalam keadaan bahaya tadi kemudian
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lalu meninggal dunia. Syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagali

unsur delik (perbuatan pidana) tetapi sebagai syarat penuntutan.

(2) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
Misalnya penganiayaan biasa Pasal 351 Ayat (1) KUHP diancam dengan
pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut
menimbulkan luka berat; ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (Pasal
351 Ayat (2) KUHP), dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjad 7
tahun (Pasal 351 Ayat (3) KUHP). Luka berat dan mati adalah merupakan

keadaan tambahan yang memberatkan pidana

(3) Unsur melawan hukum
Dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur
tertulis. Adakalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal,
sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas
dari istilah atau rumusan kata yang disebut. Misalnya Pasal 285 KUHP:
“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita
bersetubuh di luar perkawinan”. Tanpa ditambahkan kata melawan hukum
setiap orang mengerti bahwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung sifat melawan
hukum. Apabila dicantumkan maka jaksa mencantumkan dalam dakwaannya
dan harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan maka apabila perbuatan
yang didakwakan dapat dibuktikan maka secara diam-diam unsur itu dianggap

ada. Unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis misalnya
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Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian yaitu pengambilan barang

orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun
permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis,
tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan
pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui
dari doktrin (pendapat ahli) atau dari yurisprudensi yan memberikan penafsiran
terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan
makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan

sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan deliknya sebagai berikut:

1) Kejahatan dan Pelanggaran
Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-
undang. KUHP buku ke Il memuat delik-delik yang disebut: pelanggaran
criterium apakah yang dipergunakan untuk membedakan kedua jenis delik itu.
KUHP tidak memberi jawaban tentang hal ini. la hanya membrisir atau
memasukkan dalam kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua
pelanggaran

2) Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formil dan

delik dengan perumusan secara materiil)

61 Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana
Kodifikasi, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1990. him. 56.
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Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada
perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya
perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal: penghasutan
(Pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian,
permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat
di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209, Pasal 210 KUHP);
sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP);
pencurian (Pasal 362 KUHP).

Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada
akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila
akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling
banyak hanya ada percobaan. Misal: pembakaran (Pasal 187 KUHP),
penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas

antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya Pasal 362 KUHP.

3) Delik commisionis, delik ommisionis dan delik commisionis per ommisionen

commissa

1)

2)

3)

Delik commisionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan,
ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
Delik ommisionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah
tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan / yang diharuskan, misal:
tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP),
tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
Delik commisionis per ommisionen commissa: delik yang berupa

pelanggaran larangan (dus delik commissionis), akan tetapi dapat
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dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh
anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang
penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja
tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).

Delik dolus dan delik culpa (doleuse en culpose delicten)

1) Delik dolus: delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: Pasal 187,
Pasal 197, Pasal 245, Pasal 263, Pasal 310 dan Pasal 338 KUHP

2) Delik culpa: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal:
Pasal 195, Pasal 197, Pasal 201, Pasal 203, Pasal 231 Ayat (4), Pasal 359,
dan Pasal 360 KUHP.

Delik tunggal dan delik berangkai (enkelvoudige en samenge-stelde delicten)

1) Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

2) Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan
beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan)

Delik yang berlangsung terus dan selesai (voordurende en aflopende delicten)

Delik berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang

berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan (Pasal 333 KUHP).

Delik aduan dan delik laporan (klachtdelicten en niet klacht delicten)

Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada

pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij) misal: penghinaan

(Pasal 310 dst. Jo 319 KUHP) perzinahan (Pasal 284 KUHP), chantage

(pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 Ayat (1) sub 2 KUHP jo.

Ayat (2). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai:
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a. Delik aduan yang absolut, ialah misalnya: Pasal 284, Pasal 310, Pasal 332.
Delik-delik ini sesuai sifatnya hanya dapat dituntut berdasar pengaduan.

b. Delik aduan yang relatif ialah misalnya: Pasal 367, karena dalam delik ini
ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.

8) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya / peringannya (eenvoudige

dan gequalificeerde / geprevisilierde delicten)

Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka

berat atau matinya orang (Pasal 351 Ayat (2) dan (3) KUHP), pencurian pada

waktu malam hari (Pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan

karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan kanak-kanak

(Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”. Delik sederhana;

misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).%?

Sehubungan dengan pengulangan tindak pidana, KUHP tidak mengatur secara
jelas mengenai pengertian dari pengulangan tindak pidana (residive), namun
hanya beberap pasal saja yang mengatur mengenai pemberatan terhadap
narapidana yang melakukan pengulangan kejahatan. Dalam sistem hukum pidana
Indonesia sampai saat ini juga belum ada regulasi yang legal mengatur secara

jelas tentang pengulangan kejahatan tersebut.

Pengulangan tindak pidana dalam perkembangannya dapat dibagi menjadi
beberapa golongan, yaitu:
a. Pengulangan tindak pidana menurut ilmu kriminlogi, dibagi dalam

penggolongan pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang
dilakukan, yaitu:

62 Edi Setiadi. Permasalahan dan Asas-Asas Pertanggung Jawaban Pidana. Alumni.Bandung.
1998. him. 28-33
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1) Pelanggar hukum buka residivis (mono deliquent/pelanggar satu kali)
yaitu yang melakukan hanya satu tindak pidana dan hanya sekali saja.
2) Residivis yang dibagi lagi menjadi:

a) Penjahat yang akut meliputi pelanggar hukum yang bukan residivis
dan mereka yang berkali-kali telah dijatuhi pidana umum namun
antara masing-masing putusan pidana jarak waktunya jauh, atau
perbuatan pidananya begitu berbea satu sama lain sehingga tidak
dapat dilakukan ada hubungan kriminalitas atau dengan kata lain
dalam jarak waktu tersebut, misalnya 5 (lima) tahun menurut Pasal
486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP atau 2 (dua) tahun menurut Pasal
45 KUHP

b) Penjahat kronis, adalah golongan pelanggar hukum yang telah
mengalami penjatuhan pidana yang berlipat ganda dalam waktu
singkat di antara masing-masing putusan pidana

c) Penjahat berat, yaitu mereka yang paling sedikit telah dijatuhi pidana
2 (dua) kali dan menjalani pidana berbulan-bulan dan lagi mereka
yang karena kelakuan anti sosial sudah merupakan kebiasaan atau
sesuatu hak yang telah menetap bagi mereka.

d) Penjahat sejak umur muda. Tipe ini memulai karirnya dalam kejahatan
sejak ia kanak-kanak dan dimulai dengan melakukan kenakalan anak.

Pengulangan tindak pidana menurut ilmu pengetahuan pidana,
pengulangan tindak pidana dibedakan menjadi:

1) Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan
cakupannya:

a) Pengertian yang lebih luas yaitu bila meliputi orang-orang yang
melakukan suatu rangkaian kejahatan tanpa diselingi pidana.

b) Pengertian yang lebih sempit yaitu bila si pelaku telah
melakukan kejahatan yang sejenis artinya ia menjalani suatu
masa piana tertentu dan ia mengulangi perbuatan sejenis tadi
dalam batas waktu tertentu misalnya 5 (lima) tahun terhitung
sejak terpidana menjalani sama sekali atau sebagian dari
hukuman yang telah dijatuhkan.

2) Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan sifatnya:

a) Accidentale recidive yaitu apabila pengulangan tindak pidana
yang dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa
dan menjepitnya.

b) Habituele recidive yaitu pengulangan tindak pidana yang
dilakukan karena pelaku memang sudah mempunyai yaitu
tabiat jahat sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa
baginya®

6 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana Dasar
Peniadaan Pemberatan & Peringanan Kejahatan Aduan. Perbarengan & Ajaran Kausalitas. Raja
Grafindo Persada. Jakarta. 2002. him. 46-49.
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D. Tinjauan tentang Cukai

1. Pengertian Cukai

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang
dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-
barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam

undang-undang ini.

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sebagaimana

dimaksud pasal di atas adalah sebagai berikut:

a. Konsumsinya perlu dikendalikan;

b. Peredarannya perlu diawasi;

c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau
lingkungan hidup;

d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan

keseimbangan.

2. Jenis-Jenis Barang Kena Cukai

Pengenaan cukai perlu dipertegas batasannya sehingga dapat memberikan
landasan kepastian hukum dalam upaya menambah atau memperluas obyek cukai
dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat.®* Menurut
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang termasuk dalam barang kena

cukai adalah:

% purwito M. Ali. Kepabenanan dan Cukai Lalu Lintas Barang. Konsep dan Aplikasinya. Cetakan
Keempat. Kajian Hukum Fiskal FHUI. 2010. him. 5
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(1) Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:

a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang
digunakan dan proses pembuatannya;

b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan
tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya,
termasuk konsentrat yang mengandung etil alcohol

c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris,
dan hasil pengolahan tembakau lain, tanpa mengindahkan digunakan atau
tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

(2) Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Uraian mengenai jenis-jenis barang kena cukai tersebut adalah sebagai berikut:

a. Etil Alkohol (Etanol), yaitu barang cair, jernih dan tidak berwarna,merupakan
senyawa organic dengan rumus kimia C2H50H, yang diperoleh baik secara
peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.

b. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), yaitu semua barang cair
yang lazim disebut minuman mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan
cara peragian, penyulingan atau cara lainnya, yang antara lain: bir,shandy,
anggur, gin, whisky dan yang sejenisnya. Adapun yang dimaksud dengan
“konsentrat yang mengandung etil alcohol” adalah bahan yang mengandung
etil alcohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam
pembuatan minuman mengandung etil alcohol

c. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang
dibalut dengan kertas dengan cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan
bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
Sigaret terdiri dari:

1) Sigaret Kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan
cengkih atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan

jumlahnya
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3)

4)
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Sigaret Putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri
dengan cengkih, kelembak atau kemenyan. Sigaret Kretek dan Sigaret
Putih terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau dibuat dengan cara
lain. Sigaret Kretek dan Sigaret Putih yang dibuat dengan mesin adalah
sigaret yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan
filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran sampai
dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian menggunakan
mesin. Sigaret Kretek dan Sigaret Putih yang dibuat dengan cara lain dari
pada mesin adalah sigaret yang dalam proses pembuatannya mulai dari
pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk
penjualan eceran sampai dengan pelekatan pita cukai tanpa menggunakan
mesin.

Sigaret Kelembak Kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya
dicampur dengan kelembak/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa
memperhatikan jumlahnya

Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun
tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan
daun tembakau untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau
bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Rokok daun adalah hasil tembaku yang dibuat dengan daun nipah, daun
jagung (klobot) atau sejenisnya dengan cara dilinting untuk dipakai tanpa
mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan

dalam pembuatannya.
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6) Tembakau Iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau
yang dirajang, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau
bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

7) Hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat
dari daun tembakau selain yang disebut di atas yang dibuat secara lain
sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa
mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan

dalam pembuatannya.

3. Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai

Jumlah cukai yang dihitung berdasarkan system tariff advalorum adalah sebesar
perkalian antara presentase tarif cukai dikalikan dengan harga dasar. Harga dasar
yang digunakan untuk penghitungan cukai hasil tembakau adalah harga jual
eceran (HJE). Besarnya tarif cukai dan HJE minimum untuk masing-masing
golongan dan jenis hasil tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Keuangan nomor 118/PMK.04/2006.

Sebelum memproduksi hasil tembakau dengan merek baru atau mengubah desain
atau tampilan kemasan penjualan eceran atas merek yang sudah ada penetapan
HJE-nya, pengusaha pabrik hasil tembakau wajib mengajukan permohonan
penetapan HJE kepada kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dengan
menggunakan formulir yang telah ditentukan. Permohonan penetapan HJE

dilampirkan dengan:
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a. Dokumen Kalkulasi HJE hasil tembakau buatan dalam negeri (formulir CK-
1A)

b. Contoh kemasan penjualan eceran hasil tembakau yang akan diproduksi

c. Daftar HIE untuk merek-merek hasil tembakau yang msih berlaku (untuk
pabrik baru diisi nihil)

d. Surat Pernyataan di atas materai yang cukup bahwa merek/desain kemasan
yang dimohon penetapan HJE-nya tidak dimiliki kasamaan pada pokoknya
atau pada keseluruhannya dengan merek/desain kemasan yang telah dimiliki
atau dipergunakan oleh pengusaha pabrik lain.

Berdasarkan permohonan tersebut, Petugas Bea Cukai akan segera melakukan
penelitian. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung
sejak tanggal permohonan yang diterima secara lengkap dan benar, Kepala Kantor
Pelayanan Bea dan Cukai wajib memberikan keputusan. Keputusan penetapan
HJE dibuat dalam rangkap 4 lebar asli untuk pengusaha pabrik, lembar tembusan
untuk Direktur Cukai, Kepala Kantor Wilayah, dan arsip Kantor Pelayanan

setempat.

Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dapat membatalkan keputusan
Penentapan HJE suatu merek hasil tembakau dalam hal:

1. Merek/desain kemasan yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik
tulisan maupun pengucapannya atau kemiripan dengan merek/desain kemasan
milik pengusaha pabrik atau importir lainnya sehingga tidak mudah untuk
membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh pengusaha pabrik
atau importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jendral Bea dan
Cukai

2. Atas permohonan/gugatan pengusaha pabrik atau importir lainnya, yang
berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai ijin diselenggrakan
merupakan hak merek pemohon.

Hal lain yang perlu diketahui terkait dengan permohonan penetapan HJE adalah
persyaratan kemasan eceran hasil tembakau dan ketentuan tentang isi/jumlah
batang/gram yang diperbolehkan dalam satu kemasan penjualan eceran hasil

tembakau. Sesuai Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai nomor Kep-
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79/BC/2002 tentang Kemasan Penjualan Eceran Hasil Tembakau. Pada kemasan
penjualan eceran hasil tembakau untuk pemasaran di dalam negeri wajib
dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan
permanen yang berisi Merek dan jenis hasil tembakau yang dikemas; Nama
lengkap dan lokasi pabrik atau perusahaan. Bila nama pabrik lebih dari 2 (dua)
kata dapat digunakan singkatan; dan kalimat peringatan kesehatan tentang bahaya

merokok; dan ketentuan-ketentuan lainnya yang disyaratkan oleh instansi terkait.

4. Pengertian Pita Cukai

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang
atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan
desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha
pabrik yang telah mempunyai NPPBKC) sebagai tanda pelunasan cukai yang
terutang. Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di Kantor Pelayanan Bea dan

Cukai.

Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan
persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak Negara yang melekat pada
barang kena cukai, dalam hal ini berupa hasil tembakau (rokok), sehingga hasil
tembakau tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik. Pelunasan cukai dengan cara
pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang
seharusnya. Hasil tembakau dianggap telah dilunasi cukainya, setelah hasil
tembakau tersebut telah dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk
hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukai harus dilakukan

sebelum hasil tembakau dikeluarkan dari pabrik.



59

Ketentuan tentang cara pelekatan pita cukai diatur dalam Pasal 3 Ayat (4)

Keputusan Menteri Keuangan nomor 240/KMK.05/1996 tentang Pelunasan Cukai

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

105/KMK.05/1997:

1. Pita cukai yang dilekatkan harus sesuai dengan tariff cukai dan harga dasar
barang kena cukai yang ada didalam pengemas;

2. Pita cukai yang dilekatkan harus pita cukai yang belum pernah dipakai;

3. Pita cukai yang dilekatkan harus utuh dan tidak lebih dari satu keping;

4. Pita cukai harus dilekatkan pada kemasan barang kena cukai yang tertutup dan

menutup tempat pembuka yang tersedia;

Tindak pidana menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk
dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak
dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55
Ayat (1) ke-1 KUHP: Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual,
atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk
penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan
cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10

(sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.



IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan:

1. Pemidanaan ringan terhadap pelaku tindak pidana penjualan barang kena
cukai tanpa dibubuhi tanda pelunasan cukai dalam Putusan Pengadilan Negeri
Sukadana Nomor: 234/Pid.Sus/2020/PN.Sdn karena terdakwa bukan sebagai
pelaku utama tetapi sebagai pelaku turut serta. Selain itu penjatuhan pidana
penjara dan denda terhadap terdakwa disesuaikan dengan tujuan pemidanaan
untuk memperbaiki diri pelaku agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah
selesai menjalani masa pidana dan pertimbangan ketidakmampuan terdakwa
dalam membayar pidana denda, sehingga dalam amar putusan tidak
diperintahkan adanya eksekusi terhadap harta benda dan/atau pendapatan
terdakwa dalam hal tidak mampu membayar denda melainkan diganti dengan

pidana kurungan pengganti.

2. Faktor penghambat dalam penerapan pemidanaan ringan terhadap pelaku
tindak pidana penjualan barang kena cukai tanpa dibubuhi tanda pelunasan
cukai terdiri faktor susbtansi hukum yaitu belum tersedianya peraturan yang
memberikan kesempatan kepada terpidana untuk membayar denda secara
bertahap dalam periode waktu tertentu. Faktor penegak hukum yaitu hakim

dalam menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa bersifat subsidair, sehingga
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terdakwa lebih memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti untuk
menghindari membayar denda. Faktor masyarakat yaitu terpidana lebih
memilih untuk menjalani kurungan pengganti dibandingkan membayar denda.
Faktor penghambat yang paling dominan adalah faktor penegak hukum yaitu
hakim dalam menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa bersifat subsidair
pidana kurungan, karena dengan adanya pengganti pidana denda ini, terdakwa
tidak harus membayar denda dan Jaksa tidak dapat melakukan eksekusi pidana
denda, karena pidana denda tersebut bersifat subsidair atau dapat diganti

dengan kurungan badan.

B. Saran

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebaiknya Majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana penjualan
barang kena cukai tanpa dibubuhi tanda pelunasan cukai lebih menekankan
pidana denda terhadap terdakwa dibandingkan dengan pidana penjara. Hal ini
penting dilakukan dalam rangka mengembalikan kerugian negara akibat
tindak pidana cukai tersebut.

2. Pemerintah hendaknya memformulasikan suatu peraturan yang memberikan
kesempatan kepada terpidana untuk membayar denda secara bertahap dalam
periode waktu tertentu. Hal ini penting dilakukan mengingat amar putusan
hakim yang menjatuhkan pidana denda subsidair kurungan umumnya menjadi

celah yang dimanfaatkan oleh terpidana untuk tidak membayar pidana denda.
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